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Malang, 5 Agustus 2019
                                                                                                Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN
Secara umum dapat dikatakan, bahwa ilmu hukum mempunyai tujuan yang tidak berbeda dengan ilmu-ilmu lain. Sebagai ilmu yang spesifik, ilmu hukum mempunyai tujuan yang lebih spesifik apabila dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain. Tujuan ilmu hukum untuk memecahkan masalah-masalah hukum, kasus-kasus hukum atau sengketa-sengketa hukum. mengingat akan hal itu, maka dengan sendirinya tujuan tersebut akan membawa konsekuensi atas betapa pentingnya penguasaan “the power of solving legal problems”. Kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum bukan merupakan monopoli atau profesi hukum tertentu. Dalam bidang profesi hukum apapun, selalu akan muncul peristiwa factual yang membawakan masalah hukum yang membutuhkan pemecahan yuridik termasuk bidang legal drafting. 
Pemecahan masalah hukum pada umumnya dimaknai sebagai serangkaian tindakan untuk penerapan kaidah (norma) hukum dalam peristiwa konkrit melalui penemuan hukum, melainkan melalui pembentukan hukum, yaitu hukum yang dibuat atau dikontruksikan oleh pembentuk hukum. legal drafting (penyusunan rancangan naskah hukum)  itu ternyata mencakup 3 kategori telaah keterampilan yaitu :

1. Penyusunan rancangan naskah aturan perundang-undangan (legislative drafting)
2. Penyusunan rancangan naskah peraturan lembaga (institutional regulation drafting)
3. Penyusunan rancangan naskah perjanjian (contract drafting)
Dengan kata lain, bidang telaah dan keterampilan dalam contract drfting adalah merupakan bagian dari telaah dan keterampilan dalam bidang legal drafting.

Upaya pembentukan hukum untuk memecahkan suatu kasus kontrak atau perjanjian, seperti pada pembentukan hukum pada umumnya, dilakukan melalui serangkaian tindakan bertahap. Tahap pertama adalah tahap pembentukan konsepsi, dan tahap kedua adalah tahap penyusunan pranata-pranata hukum dalam akta kontrak berdasarkan pada konsepsi yang terbentuk menurut teknik penyusunan akta kontrak.

Dalam tahap yang pertama, dibutuhkan penguasaan atas “metoda pembuatan akta” (kontrak). Pada tahap ini penekanan lebih pada pengorganisasian langkah-langkah maupun strategi, serta pada pembentukan konsepsi dalam dan untuk penyusunan naskah perjanjian. Secara khusus untuk pembentukan konsepsi itu sendiri, pengetahuan akan norma (kaidah) hukum, mutlak harus dimiliki oleh setiap penyusun naskah perjanjian (contract drafter). Sedangkan pada tahap kedua, penguasaan atas “teknik penyusunan akta (kontrak)”, merupakan sesuatu keterampilan yang tidak boleh diabaikan. Tahap kedua ini lebih menekankan pada cara bagaimana memformulasikan konsepsi yang telah terbentuk lewat tahap pertama itu, dalam suatu struktur kontrak, yang terdiri atas satu atau beberapa naskah akta
.
Peran sentral hukum kontrak dalam merangkai pola hubungan hukum bisnis para pelaku bisnis para pelaku bisnis semakin disadari urgensinya. Hampir dapat dipastikan bahwasannya bahwa tidak ada satu aktivitas bisnis yang mempertemukan pelaku bisnis dalam pertukaran kepentingan mereka tanpa didasarkan atas kontrak. Jadi kontrak memiliki daya jangkau yang sangat luas, dalam arti menjangkau sangat luas hubungan masyarakat , khususnya para pelaku bisnis. Kontrak merupakan jembatan aktivitas bisnis yang menghubungkan hak dan kewajiban dari masing-masing pelaku bisnis sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dalam mencapai sasaran bsinisnya. 

Hal-hal tersebut diatas itulah yang kemudian melatarbelakangi dilaksanakannya praktikum hukum perjanjian/kontrak, dimana mahasiswa dilatih dan dituntut untuk dapat membuat berbagai macam perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang nantinya dirasakan sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam dunia kerja di masa mendatang. Untuk mempermudah pembelajaran, maka sistematika modul praktikum hukum perjanjian kontrak ini dapat dipergunakan sebagai pedoman penyusunan akta-akta penyelesai kasus kontrak yang bersangkutan. 
B. TUJUAN PRAKTIKUM
1. Mahasiswa mengetahui perbedaan surat kuasa di bawah tangan dan akta otentik

2. Mahasiswa mengetahui Anatomi akta di bawah tangan

3. Mahasiswa mengetahui Anatomi akta otentik Notaris PPAT

4. Mahasiswa mampu membuat draft kontrak sesuai isi perjanjian

5. Pembuatan akta Notaris PPAT

6. Mahasiswa mampu melakukan penyempurnaan akta
7. Membuat kontrak sesuai dengan analisa kasus

BAB II

METODE PEMBUATAN AKTA KONTRAK
A. PENGANTAR
Sampai saat ini istilah kontrak atau perjanjian seringkali masih dipahami secara rancu dalam praktik bisnis. Pelaku bisnis banyak yang memahami bahwa kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Padahal, secara dogmatic, KUH Perdata sebagai produk hukum kontrak warisan kolonial Belanda menggunakan istilah “overeenkomst” dan “contract” untuk pengertian yang sama, sebagaimana dicermati dari judul buku III titel kedua tentang perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian. 
Kontrak adalah satu dari beberapa sumber hukum perikatan yang diatur dalam KUH Perdata Buku ke –III titel ke-II. Buku ketiga KUH Perdata tidak memberikan pengertian perikatan secara tegas dan konkrit, namun berdasarkan penafsiran sistematis dan teleologis terhadap pasal-pasal yang relevan dalam buku III dapat dipahami bahwa perikatan adalah Hubungan hukum (hubungan yang terjalin sebagai akibat dari adanya perbuatan hukum, yang terhadapnya hukum melekatkan hak pada satu pihak dan meletakkan kewajiban pada pihak lainny), yang terjadi antara 2 subjek hukum (orang dan badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban) atau lebih, yang terletak dalam lapangan harta kekayaan.

B. PROSEDUR PEMBUATAN AKTA KONTRAK
Maksud utama pembuatan akta kontrak adalah mewujudkan tujuan perjanjian yang direncanakan dan sekaligus meminimalkan potensi sengketa yang terkandung di dalam perjanjian tersebut, melalui pembentukan hukum konkrit. Esensialia pembentukan hukum lewat pembuatan akta kontrak itu sama dengan pembentukan hukum perundang-undangan oleh lembaga legislative dan/atau eksekutif, atau suatu pembentukan hukum oleh hakim. Akan tetapi niscaya baik metoda dan teknik yang digunakan untuk mencapai maksud dari masing-masing pembentukan hukum itu berbeda antara satu dari yang lain.
Dalam teori hukum dikatakan, bahwa Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka. Dengan sistem mana menjadi terbuka kesempatan bagi masyarakat untuk membuat perjanjian yang menyimpang dari atau yang lain dari pada berbagai perjanjian yang sudah diatur dalam dan menurut Hukum Perjanjian. Dalam undang-undang, seperti termaktub di dalam Buku Ketiga KUH Perdata, pengakuan atas penerimaan system terbuka tersebut tercermin dari ketentuan pasal 1319 KUH Perdata yang menentukan bahwa :

“semua pejanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu”

Dan ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi :

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku  sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”
Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa tahap pertama dari dua tehap pembuatan akta kontrak mengutamakan penguasaan contract drafter atas metoda pembuatan akta, yang menekankan pada cara pengorganisasian langkah-langkah dan strategi, serta terutama pada cara pembentukan konsepsi. Demikian karena pada tahap pertama tersebut, contract drafter harus dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

2.1. Pembentukan Konsepsi

Pada umumnya contract drafter dengan maksud hendak membuat surat perjanjian (perjanjian tertulis), berpandangan bahwa untuk keperluan itu cukup mengemukakan hal-hal pokok. Paling jauh, hanya menyampaikan kehendak tentang semua dan segala syarat dan/atau ketentuan yang dikehendaki. Berhubung dengan kenyataan tersebut, maka terjadi tugas contract drafter untuk menggali semua relasi, situasi-situasi dan atau kejadian yang terkandung di dalam kasus kontrak yang hendak ditanganinya. Selanjutnya contract drafter perlu membuat konsepsi tentang akta-akta kontrak melalui langkah-langkah pemikiran sebagaimana tersebut di bawah ini.
2.1.1. Perumusan Kasus Posisi

Persoalan hukum yang disampaikan melalui penjelasan dan keterangan-keterangan oleh orang yang bemaksud membuat perjanjian, kerapkali memaksa contract drafter  untuk melakukan pemilahan (seleksi) masalah hukum dari masalah lain yang ikut terbawa dan terjalin dalam persoalan hukum yang disampaikan tersebut. Dengan perkataan lain contract drafter harus mampu memisahkan hal-hal yang relevan bagi hukum dari hal-hal yang tidak relevan bagi hukum. Kalaupun tidak, contract drafter tetap harus melakukan identifikasi, seleksi serta penataan skematis atas fakta, relasi-relasi, kejadian-kejadian serta semua kepentingan yang ada dalam “cerita” klien, sehingga tersusun “kasus posisi” (casuspositie) berwujud suatu “kerangka umum” yang menyeluruh dari kasus kontrak yang dikemukakan kepadanya.
2.1.2. Melakukan Kualifikasi Yuridis

Setelah kasus posisi suatu kasus kontrak tersusun, maka atas kasus posisi tersebut perlu dikualifikasikan menurut termiologi hukum. Hal itu perlu dilakukan mengingat maksud pembuatan akta kontrak adalah membentuk hukum konkrit, yaitu ketentuan-ketentuan hukum khusus yang berlaku bagi pembuat kontrak tersebut. Sebagaimana telah diketahui, bahwa semua ketentuan dalam hukum positif, yaitu justru memberi hak dan kewenangan untuk membuat hukum khusus tersebut selalu dirumuskan dalam peristilahan yuridis. Dari sebab itu, dalam upaya untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara fakta relasi-relasi, yang telah terangkum di dalam kasus posisi dengan ketentuan dalam hukum positif, diperlukan pengkualifikasian dimaksud untuk menguak masalah ini (esensi) kasus kontrak.

2.1.3. Penelusuran Sumber-Sumber Hukum (Legal Audit)

Menurut teori hukum, sumber hukum yang berupa undang-undang lebih diprioritaskan dari sumber-sumber hukum yang lain. Oleh karena itu, maka kegiatan ini diawali dengan penelusuran terhadap sumber-sumber hukum positif lain dari dan sistem-sistem hukum yang relevan dengan masalah inti (esensi) kasus. Sumber-sumber positif lain dimaksud itu dapat berwujud ketentuan-ketentuan dalam hukum adat, kebiasaan, perjanjian internasional, putusan hakim yang telah memiliki kekuatan tetap dan/atau dokumen-dokumen perjanjian yang berlaku mengikat bagi subjek pembuat perjanjian.
Pada umumnya, jika seseorang sudah dapat menemukan masalah inti (esensi) kasus dengan benar, sudah tentu orang tersebut dapat pula mengetahui sumber-sumber, dari mana peristilahan yuridis dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dapat ditemukan. Adalah suatu ketidakmungkinan, bahwa orang dapat menemukan masalah inti kasus tanpa mengenal sumber-sumber hukum yang terkait, meski masih hanya bersifat pokok. Jikalau demikian halnya, maka tinggal melakukan penelusuran hukum pada peraturan-peraturan yang lebih rinci dari sumber-sumber yang masih bersifat pokok tersebut. 

2.1.4. Analisa dan Interpretasi Peraturan Hukum

Setelah peraturan-peraturan hukum yang relevan untuk suatu kasus terseleksi, maka tahap selanjutnya adalah berupa usaha untuk menetapkan satu atau beberapa ketentuan dari peraturan – peraturan tersebut untuk dipakai sebagai basis pembuatan akta kontrak. Sudah tentu keberhasilan usaha untuk menetapkan ketentuan hukum tersebut banyak bergantung pada pengetahuan tentang pengertian dan/atau peristilahan yang dipergunakan atau dipakai dalam suatu ketentuan hukum yang bersangkutan. Lain daripada itu, perlu pula dikuasai keterampilan untuk menafsirkan atas ketentuan-ketentuan hukum, baik atas peraturan perundang-undangan maupun atas peraturan dari sumber-sumber lain.
Proses analisis atas ketentuan peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan mengikat (yurisprudensi), untuk bagian-bagian di luar “isi akta”, lebih bersifat deduktif. Artinya proses analisa untuk itu berupa tindakan penerapan kaidah-kaidah hukum atas fakta, relasi, kejadian maupun kepentingan subyek pembuat perjanjian yang dijumpai dalam kasus kontrak yang ditangani. Sedangkan pada bagian “isi akta”, proses analisis lebih banyak dilakukan dengan cara membuat “analogi-analogi induktif”, yaitu melalui cara membandingkan serta mencari titik-tiitik persamaan dari antara fakta, relasi ataupun situasi umum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dengan fakta, relasi, kejadian atau kepentingan subyek pembuat perjanjian, yang dijumpai dalam kasus kontrak. Demikian pula denga proses analisis terhadap yurisprudensi yang telah diaudit.
2.1.5. Pembentukan Kontruksi Yuridis (Legal Opinion)
Bilamana kontrusksi yuridis dari peraturan hukum yang dipandang paling cocok telah dikemukakan, maka tiap peristilahan yuridis dari tiap kontruksi yuridis tersebut perlu diperhadapkan pada peristilahan yuridis yang ada dalam kerangka umum kasus. Walaupun kesimpulan dari tindakan tersebut adalah, bahwa ada persesuaian di antara keduanya, belum berarti, bahwa ketentuan hukum yang telah bersesuaian itu, dengan serta merta dapat diberlakukan untuk dan dalam menyelesaikan kasus kontrak yang ditangani. Terutama atas konstruksi yuridis dari peraturan hukum yang dikemukakan sebagai hasil dari analisa analogi induktif. Semuanya itu dilakukan demi terciptanya keseimbangan dari tiga tujuan umum tiap sistem hukum, yaitu kepastian, kefaedahan (kemanfaatan), dan keadilan.
2.1.6. Perumusan Argumentasi dan Perorganisasian Akta

Langkah terakhir sebelum melakukan performulasian akta, adalah memperhatikan tiap argument dari masing-masing subjek pembuat kontrak atas rencana aturan-aturan (ketentuan) hukum konkrit yang mempunyai probabilitas tinggi untuk diberlakukan dalam kontrak. Hal itu perlu dilakukan karena ketentuan-ketentuan hukum kokkrit yang hendak diekspresikan dalam akta kontrak “harus mampu mengakomodasi seoptimal mungkin kebutuhan dan keinginan yang sah para pihak”, dengan tetap tidak meninggalkan prinsip-prinsip umum yang harus dipegang dalam pembuatan kontrak.
Prinsip-prinsip umum dalam pembuatan kontrak dimaksud diatas adalah :

a. Prinsip kebebasan berkontrak

Yaitu mengakui kebebasan masing-masing pembuat kontrak untuk menentukan obyek, isi dan persyaratan kontrak untuk menentukan obyek, isi, dan persyaratan kontrak 
b. Prinsip itikad baik

Bahwa untuk pembuatan kontrak tidak boleh ada kecurangan / ketidakjujuran dalam negosiasi, paksaan psikis dalam suatu negosiasi, ketidakwajaran dalam kontruksi hukum yang disusun dalam akta kontrak
c. Prinsip keadilan 
Pembuatan kontrak di dalamnya harus ada keseimbangan hak, kewajiban dan tanggung jawab di antara para pihak pembuat kontrak

d. Prinsip executable (dapat dijalankan)
Kontrak yang terbangun harus membawakan keabsahan secara yuridis serta harus dapat dilaksanakan
e. Prinsip ekonomis

Yaitu mengusahakan seminimal mungkin pengeluaran biaya, baik untuk pembuatan akta-akta kontrak maupun untuk pelaksanaan hak dan/atau kewajiban kontraktual yang harus ditanggung oleh masing-masing subjek pembuat kontrak.
2.2. Penentuan Alternatif Akta


Pilihan atas bentuk, macam dan/atau jenis serta fungsi tiap-tiap akta tersebut dalam suatu struktur “kontrak majemuk”, mempunyai peran strategis untuk dan dalam menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi pembentukan kontruksi hukum konkrit di dalam masing-masing akta itu bagi pemenuhan kepentingan masing-masing pihak pembuat kontrak. Dari sebab itu pembuatan “kontrak majemuk” membutuhkan wawasan teknis atas kasus kontrak yang ditangani, di samping penguasaan keterampilan berpikir yuridis yang cukup memadai.

2.2.1. Kategorisasi Akta

Dalam kepustakaan hukum dikenal ada 3 (tiga) jenis kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang berupa akta, yaitu kekuatan pembuktian ekstern, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian material. Berhubung dengan konsekuensi-konsekuensi seperti tersebut di atas, maka setiap kali membuat akta kontrak, selain harus memikir dan menentukan struktur kontrak serta kontruksi hukum konkrit seorang contract drafter atau subjek pembuat kontrak, harus pula dapat menentukan bentuk, macam atau jenis akta yang hendak dibuat. Oleh karena itu pengetahuan tentang pembedaan bentuk, macam dan jenis-jenis akta, maupun fungsi dari masing-masing akta tersebut, menjadi suatu hal yang tidak dapat dengan begitu saja dikesampingkan.
a. Kategorisasi Berdasarkan Cara Pembuatan

Dengan menggunakan prosedur pembuatan  sebagai kriterium pembeda, sesuai dengan ketentuan Pasal 1867 KUH Perdata, akta-akta dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan.

Menurut ketentuan pasal 1868 KUH Perdata, suatu akta masuk dalam kategori autentik apabila dapat memenuhi 3 (tiga) persyaratan utama :

1. Dibuat oleh atau dihadapkan pejabat umum

2. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang

3. Pejabat umum yang oleh siapa pembuatan akta ditangani, harus memiliki kewenangan untuk itu di tempat dimana akta dibuat.

Syarat – syarat tersebut bersifat kumulatif. Oleh karena itu suatu akta yang dibuat tanpa memenuhi salah satu dari syarat-syarat tersebut, tidak dapat diakui sebagai akta autentik, akta tersebut akan otomatis masuk dalam kategori akta di bawah tangan.
b. Kategorisasi Berdasarkan Tindakan Hukum Sepihak

Suatu akta dapat disebut sebagai akta sepihak apabila dalam suatu akta hanya terdapat satu “tindakan hukum sepihak”, dalam hal ini berujud penawaran dan penerimaan, maka akta yang bersangkutan termasuk dalam kategori akta transaksional. Dengan demikian yang dipakai sebagai tolak ukur dalam hal ini bukan prestasi, melainkan “tindakan hukum sepihak”.
Contoh dari akta sepihak

1. Akta pengikatan

2. Akta sanggup (accept)
3. Akta (pemberian) kuasa (volmacht)
4. Akta wasiat (testament)
Contoh akta transaksional
a. Akta jual beli

b. Akta sewa menyewa

c. Akta tukar menukar

d. Akta hibah

e. Akta pemberian perintah (lastgeving)

f. Akta pendirian perseroan
2.3. Penyusunan Naskah Akta

Sesudah argumentasi-argumentasi alternatif yang akan dituangkan dalam bentuk ketentuan hukum yang hendak diberlakukan maupun akta-akta alternatif ditetapkan, maka sebagai langkah terakhir, yaitu melakukan pengkontruksian ketentuan-ketentuan hukum di dalam akta-akta alternatif pilihan untuk struktur kontrak yang telah dibangun. Tindakan tersebut berujud penuangan semua dan segala argumentasi alternatif yang telah disepakati oleh para subjek pembuat kontrak itu, ke dalam (tiap) akta alternatif, seturut dengan struktur akta yang ditetapkan menurut teknik pembuatan akta dengan “kalimat-kalimat tertulis” dalam bahasa hukum, yang tersusun secara ringkas, lugas, dan mudah dimengerti.
BAB III

TEKNIK PENYUSUNAN AKTA
Yang dimaksud dengan teknik penyusunan akta kontrak pada modul ini adalah cara-cara teknis tentang bagaimana menyusun suatu akta kontrak perorangan di bawah tangan dan akta autentik secara sah. Dengan perkataan lain teknik penyusunan akta merupakan cara memformulasikan argumentasi yuridis dalam suatu “struktur akta” dengan tujuan menghindarkan akta dari kecacatan yuridis, baik mengenai subyek pembuat akta maupun mengenai fungsi akta, dalam dan untuk merealisasikan rencana “struktur kontrak”, serta untuk memperoleh jaminan akan ketersediaan alat bukti tulisan pada waktu diperlukan
A. STRUKTUR PEMBUATAN AKTA
Di Dalam pasal 38 Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris), bahwa setiap akta notaris terstruktur atas :

1. Awal Akta atau kepala Akta

a) judul Akta

b) nomor Akta

c) jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun

d) nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris

2. Badan Akta
a.) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili
b.) keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap
c.) isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan
d.) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal

3. akhir atau penutup Akta

a) uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7)
b) uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada
c) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta
d) uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
Tentang penerapan “struktur akta” tersebut, tidak hanya berlaku untuk penyusunan akta dalam “kontrak tunggal”, melainkan berlaku juga bagi penyusunan tiap akta dalam “kontrak majemuk”. Seperti telah dikemukakan di muka, bahwa kontrak majemuk terstruktur atas akta substansial (yaitu akta yang berisi tentang substansi atau pokok-pokok kontrak), dengan disertai satu atau beberapa akta altrnatif, yang berupa akta penunjang dan/atau akta pelengkap. Berhubung dengan kenyataan itu, maka selain untuk penyusunan akta substansial (atau akta pokok), untuk setiap penyusunan akta alternatifpun baik akta penunjang ataupun akta pelengkap harus juga dikontruksikan menurut “struktur akta” seperti tersebut di atas.
B. MODEL PEMBUATAN AKTA
Kenyataan - kenyataan tersebut di atas membawakan pemahaman bahwa penyusunan rancangan naskah akta, baik untuk pembuatan “kontrak tunggal” maupun untuk “kontrak majemuk” berdasar tingkat kebutuhan dan kemampuan masing-masing pihak, dapat dilakukan menurut salah satu dari 3 model (cara) pembuatan akta, yaitu :
1. Individual
Pembuatan naskah akta cara individual banyak dijumpai pada kontrak antar orang perorangan. Naskah akta-akta ini dibuat seturut dengan hasil negosiasi dari dan ditandatangani oleh kedua pihak setelah tercapai kesepakatan di antara mereka.

2. Massal

Dalam model massa, sebelum kontrak terjadi, pengusaha telah menyiapkan (membuat) sendiri naskah lengkap akta secara sepihak, dalam jumlah yang tidak terbatas, lazimnya bergantung pada kuantitas pemasaran. Penutup kontrak menurut model ini dilakukan tanpa melalui negosiasi antara pengusaha dan konsumen, serta tanpa penandatanganan akta, bahkan dari pihak konsumen sekalipun.
3. Kombinasi 

Untuk pilihan penyusunan jatuh pada model kombinasi, naskah akta-akta yang dibuat pada umumnya berbentuk formulir. Dalam negosiasi dan sebagian lain ditentukan sendiri secara sepihak oleh pengusaha, dan karena itu menjadi tertutup dari upaya negosiasi dari konsumen. Konsekuensi atas pengambilan model ini yaitu, bahwa untuk penutupan kontrak tetap membutuhkan waktu untuk negosiasi serta masih memerlukan penandatanganan akta, minimal oleh konsumen.
C. PENJELASAN DAN CONTOH DARI BAGIAN AKTA
1. KEPALA AKTA
a. Judul Akta

Judul akta yang baik adalah yang ditulis secara ringkas tetapi padat dengan terminology hukum, serta dapat mencerminkan esensi atau pokok-pokok dari perjanjian yang untuk mana akta di bawah tangan judul itu dibuat. Idealisme tersebut kadang-kadang memang membawakan kesulitan dalam menetapkan judul untuk suatu akta perjanjian tak bernama yang relative rumit. Sebagai upaya untuk mempermudah penetapan dan penulisan “judul akta”, maka biasanya penulisan “judul akta” baru dilakukan setelah “isi akta” selesai ditetapkan atau dibuat.

b. Nomor Akta

Untuk setiap akta autentik, setelah penulisan judul selalu segera tulisan tentang “nomor akta”. Pada akta autentik pencantuman “nomor akta” itu merupakan suatu keharusan. Kewajiban mana bersumber pada urusan protocol dari pejabat umum atau instansi yang bersangkutan. Berbeda dengan itu, untuk akta-akta di bawah tangan, pencantuman “nomor akta” hanya bersifat fakultatif. sama sekali tergantung pada kepentingan pembuat kontrak dan/ atau sifat akta. Mereka boleh mencantumkan dan boleh pula tidak
c. Penanggalan Akta

Pencantuman “penanggalan akta” harus selalu ada pada setiap akta, karena hal tersebut banyak berkait dengan status dan kewenangan dari penandatanganan ataupun pembuat akta yang bersangkutan. Dimaksud dengan “penanggalan akta”, yaitu tulisan tentang hari, dan tanggal, bulan, serta tahun yang menunjukkan waktu kapan suatu akta dibuat. 

d. Tempat Pembuatan Akta

Mengenai “tempat pembuatan akta” yaitu tulisan tentang nama kota atau daerah di mana akta dibuat pada akta-akta di bawah tangan, berlaku untuk penempatan “penanggalan akta” pada akta-akta autentik. Dari sebab itu, mengenai “tempat pembuatan akta” pada akta-akta di bawah tangan, sama seperti penempatan “penaggalan akta”, boleh dicantumkan pada bagian kepala akta atau boleh juga pada bagian penutup akta.

Pencantuman “tempat pembuatan akta” harus selalu ada pada setiap akta, karena hal tersebut berkait dengan keberadaan penandatanganan akta ataupun pembuat akta yang bersangkutan pada tempat tertentu.

e. Contoh-contoh Formulasi Kepala Akta

1) Formuasi Kepala Akta Autentik
· Akta PPAT

AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN

Nomor : 123/2019
Lembar Pertama
---Pada hari ini, Senin tanggal 1 (satu) bulan Juli tahun 2019 (dua ribu sembilan belas);-----------------------------------------------------------
Hadir dihadapan saya CINTA YURISICHA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 2 April 2016 Nomor: 5/KEP-20.5/IV/2016 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kota Malang dan berkantor di Jalan Kawi Atas Nomor 45, Malang dengan dihadiri saksi-saksi yang Saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : --------------------
………………………(formulasi Komparisi)………………………
· Akta Notariil

PENDIRIAN CV MAKMUR LANCAR JAYA
Nomor : 35
---Pada hari ini, Senin tanggal 1 (satu) bulan Juli tahun 2019 (dua ribu sembilan belas);-----------------------------------------------------------
Menghadap kepada saya, CINTA YURISICHA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:--
………………………(formulasi Komparisi)………………………

2) Formulasi Kepala Akta di Bawah Tangan

· Tanpa penomoran dan penanggalan

PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Yang bertandatangan di bawah ini, yaitu :

………………………(formulasi Komparisi)……………………
· Dengan penomoran tanpa penanggalan

SURAT KUASA
Nomor : 007/Dirut/A/IV/04

Yang bertandatangan di bawah ini, yaitu :

…………………………(formulasi Komparisi)……………………
· Tanpa Penomoran, dengan penanggalan

PERJANJIAN KERJASAMA

Yang bertandatangan di bawah ini, yaitu :

…………………………(formulasi Komparisi)……………………
· Dengan penomoran dan penanggalan

TUKAR MENUKAR

Nomor : 8/UKS/C/X/2012

Pada hari ini, Senin tanggal 1 Maret 2012, telah dibuat perjanjian antara :

…………………………(formulasi Komparisi)……………………
· Dengan penomoran, penanggalan dan tempat pembuatan akta

PERJANJIAN SEWA BELI

Nomor : 212/MC/4/IV/13

Pada hari ini, Senin tanggal 1 (satu) Maret 2013 (dua ribu tiga belas), di Bandung telah ditandatangani (dibuat) perjanjian antara :

…………………………(formulasi Komparisi)…………………
2. KOMPARISI
a. Pengertian
Dalam teknik membuat akta, istilah komparisi mempunyai arti sebagai bagian dari suatu akta yang berupa deskripsi tentang kapasitas comparant, yaitu kapasitas orang yang menghadap pada atau hadir dihadapan pejabat. Mengingat akan hal itu, dapat dikemukakan tentang unsur-unsur yang terdapat dalam komparisi, yaitu :

a.) Identitas comparant
b.) Dasar kewenangan comparant
c.) Identitas pihak

d.) “sebutan” pihak dalam akta (surat)
b. Identitas Comparant
Adapun unsur-unsur identitas comparant, yaitu :
a.) Sebutan (addressing)

Perbedaan jenis kelamin dan status marita seseorang, sudah tentu membawakan perbedaan penulisan tentang kenyataan-kenyataan diri tersebut di dalam bagian komparisi, masing-masing dalam bentuk “sebutan” (addressing), yaitu :

· Tuan, untuk orang laki-laki (baik belum pernah, telah ataupun yang pernah menikah)

· Nyonya, untuk menyebut perempuan yang telah ataupun pernah menikah

· Nona, untuk perempuan yang belum pernah menikah

b.) Nama

c.) Tempat kelahiran

d.) Tanggal lahir atau umur

e.) Kewarganegaraan 

f.) Pekerjaan atau kedudukan dalam masyarakat

g.) Tempat tinggal (domisili)

Terdapat dua model penulisan komparisi yaitu:

1. Model Berlanjut

Tuan Raden Haji ABIDIN KAHAR Sarjana Hukum, Lahir di Pati tanggal 8 (delapan) September seribu Sembilan ratus enam puluh delapan (1968), Warganegara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Kota Banten, Kecamatan Wringin, Kelurahan Doho, Jalan Mangun Karsa Nomor 11 Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 01, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 4574057105950001, berlaku sampai dengan seumur hidup.----------
2. Model Bersusun (mode tabulasi)
Nama 

: Tuan Raden Haji ABIDIN KAHAR, S.H

TTL

: Pati, 8 September 1968

Kewarganegaraan
: Warganegara Republik Indonesia

Pekerjaan

: Pegawai Negeri Sipil

Tempat Tinggal
: Jalan Pawiyatan Luhur IV Nomor , Salatiga,  Kode   Pos 50733
c. Kualifikasi Comparant
Dalam suatu pembuatan akta, tindakan comparant dapat dikualifikasikan sebagai :

1) Bertindak untuk diri sendiri

Dalam akta tidak perlu disebutkan/ditulis seseorang tersebut bertindak untuk diri sendiri, langsung dijelaskan sebagai PHAK PERTAMA /PIHAK KEDUA

Contoh:

Tuan ABIDIN KAHAR Sarjana Hukum, Lahir di Pati tanggal 8 (delapan) September seribu Sembilan ratus enam puluh delapan (1968), Warganegara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Kota Banten, Kecamatan Wringin, Kelurahan Doho, Jalan Mangun Karsa Nomor 11 Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 01, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 4574057105950001, berlaku sampai dengan seumur hidup.-------------
· Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA----------------------
2) Bertindak untuk orang lain

Dalam akta dijelaskan bahwa orang tersebut mewakili atau menjadi kuasa dari orang/pihak lain
Contoh:

Tuan ABIDIN KAHAR Sarjana Hukum, Lahir di Pati tanggal 8 (delapan) September seribu Sembilan ratus enam puluh delapan (1968), Warganegara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Kota Banten, Kecamatan Wringin, Kelurahan Doho, Jalan Mangun Karsa Nomor 11 Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 01, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 4574057105950001, berlaku sampai dengan seumur hidup.-------------

· Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tuan ANGGARA, lahir di Malang, pada tanggal 05-05-1973 (lima Mei seribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal sama dengan Istrinya tersebut di atas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3574057105950002 yang berlaku sampai dengan seumur hidup, berdasarkan surat kuasa dibawah tangan, bermaterai cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini ------------------------------------------------------------------
· Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA--------------------------
d. Identitas Pihak

i. Orang perorangan (Badan Pribadi)

ii. Badan (Organisasi, Persona Ficta)

· Usaha dagang : U.D MAEZZO ZUHRO, berkedudukan di Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali

· Perkumpulan : “HIMPUNAN PETANI NASIONAL INDONESIA”, berkedudukan di Jakarta

· Perseroan komanditer : “CV. LUBERZKY”, berkedudukan di Pati

· Yayasan : “YAYASAN KASIH IBU”, berkedudukan di Ungaran berkantor di Jln. Dr. Susanto No. 7

· Perseroan terbatas : “PT. SELALU UNTUNG”, berkedudukan dii Salatiga pusat berkantor di Jln. Pemuda No. 45

· Badan Hukum gereja : “PENGURUS GEREJA DAN PAPA MISKIN ROOM KATHOLIK” (PGPM) Paroki SANTO PAULUS MIKI, berkedudukan di Saatiga Jl. Diponegoro No. 34

e. Sebutan Pihak

Berbagai cara dapat dipakai untuk memberikan sebutan kepada pihak, antara lain berdasarkan pada :

i. Urutan penulisan dalam bagian komparisi

· Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

ii. Kedudukan pihak dalam perjanjian

· Selanjutnya disebut sebagai PENYEWA

iii. Bentuk organisasi pihak

· Selanjutnya disebut sebagai YAYASAN

iv. Bentuk bidang usaha pihak

· Selanjutnya disebut sebagai BANK

3. PREMISSE
a. Pengertian

Praemisse merupakan bagian akhir pada “awal akta”. pada bagian akhir suatu praemisse, pada umumnya berisikan pernyataan tentang “substansi kontrak” para pihak yang pengaturan selanjutnya akan dimuat dalam (bagian isi) akta yang dibuat oleh para pihak tersebut.
b. Fungsi 

Apabila dibandingkan dengan hukum perundang-undangan, bagian premisse dalam akta kontrak memiliki fungsi yang mirip dengan bagian “konsiderans” dari suatu perundang-undangan. Di dalam bagian premisse berisi keterangan-keterangan, pertimbangan dan latar belakang tentang maksud para pihak untuk membuat (akta) kontrak yang bersangkutan. Contoh-contoh dari formulasi praemisse, baik dalam akta autentik maupun dalam akta di bawah tangan, adalah seperti yang tersebut di bawah ini :
· Dalam pendirian perseroan terbatas (akta autentik)
---Para penghadap dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari para pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat Anggaran Dasar) sebagai berikut :-------------------------------------------------------
…………………….……….….(formulasi isi akta)…………………………..…

· Dalam perjanjian jaul beli saham (akta notaril)
· Selanjutnya para penghadap menerangkan:---------------------------------
· Bahwa Pihak Pertama dengan ini menjual dan menyerahkan seluruh saham miliknya kepada Pihak Kedua, demikian pihak Kedua dengan ini membeli dan menerima penyerahan itu dari Pihak Pertama berupa:--------

· 50 (Lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal tiap-tiap saham sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah),--------------------------

· Bahwa jual beli ini telah terhjadi dengan harga sebesar Rp. 465.400.000,- (Empat ratus enam puluh lima juta empat ratus rupiah), jumlah uang mana telah diterima dengan benar dan cukup oleh Pihak Pertama.---------
· Selanjutnya jual beli ini dilangsungkan dan diterima baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :------------------------------
………..………………….….(formulasi isi akta)……..….…………………...

4. FORMULASI  ISI AKTA
a. Struktur Kelompok Ketentuan Hukum

Sebutan, nomor bab dan judul bab

Sebutan dan judul Bab, semuanya ditulis dengan huruf capital. Penomoran bab ditulis dalam angka Romawi 
BAB III

KOMPENSASI
Sebutan, nomor bagian dan judul bagian

Sebutan dan judul Bagian , kecuali untuk huruf pertama yang harus ditulis dengan huruf capital cukup ditulis dengan huruf kecil. Penomoran bagian dilakukan dengan memakai bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf. Penempatan judul bagian sama dengan penempatan judul Bab, yaitu dalam posisi center
Bagian Kedua

Kualifikasi Pelaksana Teknis

Sebutan, nomor paragraph dan judul paragraph

Sebutan dan judul paragraf , kecuali untuk huruf pertama yang harus ditulis dengan huruf capital cukup ditulis dengan huruf kecil. Sedangkan penomoran paragraph dilakukan dengan memakai angka Arab secara berurutan. Penempatan judul paragraph sama dengan penempatan judul Bab, yaitu dalam posisi center 
Paragraf 3

Jaminan Pelaksanaan
Sebutan dan nomor pasal, serta nomor ayat

Sebutan dan penomoran pasal dilakukan dengan memakai angka Arab secara berurutan. Nomor ayat yang ditulisakan dengan memakai angka Arab dan diantara dua tanda kurung hanya akan memunculkan jikalau pasal yang bersangkutan (akan) tersusun dari dua ayat atau lebih
Pasal 11

(1) Perjanjian ini, setiap kai akan dilaksanakan oleh Pihak Pertama setelah Pihak Pertama, selambat-lambatnya pada 7 (tujuh) hari sebelum tiap event yang hendak diikuti oleh Pihak kedua, telah menerima bukti setoran Jaminan Pelaksanaan dalam rekening Pihak Pertama pada perseroan terbatas PT BANK ABC, yaitu rekening No: AC.0298-326178

(2) …………………………………………………………………………
Nomor ayat dan urutan abjad sub ayat
Penulisan “nomor ayat”, kerapkali terkacaukan dengan penulisan “nomor Sub Ayat”. Peristiwa demikian pada umumnya terjadi pada pasal yang hanya tersusun dari atau berisikan satu ayat saja. Tidak seperti penulisan “nomor ayat”, “nomor Sub Ayat” ditulis dengan abjad Latin, secara berurutan, dalam bentuk huruf kecil. Sebagai perkecualian atas hal itu adalah penulisan nomor Sub ayat pada “Ketentuan Umum”, penomoran mana dilakukan dengan memakai angka Arab. Demikian, karena dalam suatu ketentuan umum dapat terdiri lebih dari 26 rumusan kaidah yang masing-masing berdiri sendiri.
(1) …………………………………………………………………………
(2) Pada setiap event yang diikuti oleh Pihak Kedua, Pihak Pertama berkewajiban untuk :

a. Mengkoordinasi seluruh teknisi di semua lini

b. Menjamin ketersediaan semua peralatan yang dibutuhkan

c. Tidak memberikan layanan teknis kepada peserta event lain selain kepada pihak kedua
b. Penulisan Ketentuan (Aturan) Hukum
Sebagai konkretisasi kaidah hukum, rumusan ketentuan atau aturan hukum di dalam akta (kontrak), selayaknya dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi struktur dasar kaidah hukum, yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

i. Subjek kaidah : menunjuk pada subjek hukum yang termasuk dalam sasaran penerapan sebuah pengaturan
ii. Objek kaidah : menunjuk pada peristiwa-peristiwa atau perilaku apa saja yang hendak diatur dalam aturan hukum tersebut

iii. Operator kaidah : menunjuk pada cara bagaimana obyek kaidah diatur, memberikan suatu hak atau membebankan kewajiban tertentu

iv. Kondisi kaidah : menunjuk pada kondisi atau keadaan apa yang harus dipenuhi agar suatu aturan hukum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Sebagai contoh dari unsur-unsur tersebut adalah sebagaimana yang terdapat dalam contoh ketentuan kontrak di bawah ini :

“Pada setiap event yang diikuti oleh Pihak Kedua, Pihak Pertama dilarang memberikan layanan teknis kepada peserta event lain selain kepada Pihak Kedua”

Unsur- unsur kaidah :

Kondisi kaidah
: Pada setiap event yang diikuti oleh Pihak Kedua

Subyek kaidah

:   Pihak Pertama

Operator kaidah

:   dilarang

Obyek kaidah
: memberikan layanan teknis kepada peserta event     lain selain kepada Pihak Kedua
Apabila di dalam merumuskan suatu ketentuan (aturan) hukum dalam suatu pasal atau ayat dengan terpaksa melakukan pengacuan pada pasal atau ayat lain agar terhindar dari pengulangan rumusan maka pengacuan pada pasal atau ayat lain agar terhindar dari pengulangan rumusan maka pengacuan dilakukan dengan menunjuk pada pasal atau ayat yang diacu dan dengan menggunakan frasa “sebagaimana dimaksud dalam” atau “sebagaimana dimaksud pada”. Sedangkan penulisan “sebutan” pasal yang diacu kecuali huruf awal yang ditulis dengan huruf capital dilakukan dengan memakai huruf kecil.
5. PENUTUP AKTA
a. Unsur-unsur Penutup Akta

1. Tempat Pembuatan Akta

Pengertian “tempat” dalam hal ini adalah nama dan hanya nama suatu kota atau desa, dalam mana akta (surat) yang bersangkutan dibuat. Contohnya : Semarang, Ungaran, Salatiga, Mranggen, Pabelan, atau Gunungpati. Penulisan “tempat pembuatan akta” pada bagian penutup akta, harus dilakukan hanya apabila tentang hal itu belum dilakukan pada bagian awal akta.
2. Penanggalan Akta

Penulisan penanggalan akta pada bagian penutup akta, sama halnya dengan penulisan “tempat pembuatan akta”, hanya dilakukan pada bagian awal akta. cara penulisan penanggalan akta dimaksud, tidak berbeda dari penulisan untuk itu pada bagian awal akta sebagaimana telah diuraikan di muka.

3. Identitas Saksi

Tatacara penulisan identitas comparant berlaku juga untuk penulisan identitas saksi. Sesuai dengan ketentuan pasal 40 (4) UU Jabatan Notaris, perbedaan di antara penulisan keduanya hanya terletak pada keterangan tentang kewarganegaraan. Dalam penulisan identitas saksi, tidak perlu disertakan kewarganegaraan saksi. Perbedaan lain, adalah ketidaklaziman apabila “model bersusun” (model tabulasi) dipakai dalam penulisan identitas saksi. Penulisan identitas saksi lazim memakai “model berlanjut”. Tidak semua pembuatan akta (surat) memerlukan kesaksian. Seperti pembuatan akta perjanjian (kontrak) di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan dihadapan pejabat umum, juga tidak memerlukan kesaksian. 
4. Pemateraian Akta

Menurut ketentuan pasal 7 ayat (5) Bea Materai, pembubuhan tandatangan berikut dengan penulisan tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan dilakukan sedemikian rupa, sehingga sebagian dari tandatangan berada di atas kertas (dokumen) serta sebagian lain berada di atas (kertas) materai tempel. Perlu diketahui, bahwa atas satu lembar materai temple hanya boleh terlintas satu tandatangan.

5. Tandatangan

Persyaratan penandatanganan hanya terpenuhi dengan membubuhkan “nama yang dipakai oleh penandatangan”. Oleh karena itu, seharusnya dari suatu tandatangan dapat diketahui (dibaca) siapa nama pemilik tandatangan tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa tandatangan yang dari mana tidak dapat dibaca (diketahui) nama pemiliknya  tetap dianggap sebagai telah memenuhi syarat tandatangan namun apabila tanda yang dibubuhkan hanya berupa “tanda silang” tidak dapat dianggap tanda tangan karena tidak dapat diinvalidasi begitu pula dengan paraf maupun “teraan cap tandatangan”.
b. Model-model Penutup Akta di Bawah Tangan

Dengan ketiadaan mode baku untuk penutup akta di bawah tangan, maka berbagai model dapat dikembangkan sendiri oleh contract drafter atau subyek pembuat akta sesuai dengan amanat kasus dari model-model tersebut di bawah ini :

1. Model 1

	Pihak Kedua

…………………
	
	Pihak Pertama

…………………

	
	Saksi-saksi
	

	…………………
	
	…………………


2. Model 2

	
	
	Palangkaraya, ……….

	Pihak Kedua

…………………
	
	Pihak Pertama

…………………

	
	Saksi-saksi
	

	…………………
	
	…………………


3. Model 3

	Demikian perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas

	Pihak Kedua

…………………
	
	Pihak Pertama

…………………

	
	Saksi-saksi
	

	…………………
	
	…………………


4. Model 4

	Demikian perjanjian ini dibuat di……………………………………………..

pada hari dan tanggal tersebut di atas.

	Pihak Kedua

…………………
	
	Pihak Pertama

…………………

	
	Saksi-saksi
	

	…………………
	
	…………………


5. Model 5

	Demikian perjanjian ini dibuat dengan disaksikan oleh :

1. …………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………..

Pada hari…………………………………………………………

	
	
	Medan……………..

	Pihak Kedua

…………………
	
	Pihak Pertama

…………………

	
	Saksi-saksi
	

	1…………………
	
	2…………………

	
	
	


6. Model 6
	Demikian perjanjian ini dibuat di ……………………………………..

dengan disaksikan oleh :

1. …………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………..

Pada hari……………………………, tanggal ………………………

	
	
	Medan……………..

	Pihak Kedua

…………………
	
	Pihak Pertama

…………………

	
	Saksi-saksi
	

	1…………………
	
	2…………………


7. Model 7

	Demikian akta (surat) perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya, dan yang masing-masing bermaterai cukup mempunyai kekuatan sama untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dengan disaksikan oleh : :

1. …………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………..

Pada hari…………………………………………………………

	
	
	Sampang, ……………..

	Pihak Kedua

…………………
	
	Pihak Pertama

…………………

	
	Saksi-saksi
	

	1…………………
	
	2…………………

	
	
	


c. Lampiran Akta
Tentang penempatan “frasa penunjuk lampiran” dalam akta, dapat dilakukan dalam bagian praemisse atau dalam bagian isi akta. bila perlu, pada “Lampiran Akta” dapat pula disebutkan judul dan tanggal akta apabila diperlukan. Contoh penulisan “frasa penunjuk” dalam lampiran-lampiran dimaksud di atas dilakukan seperti layaknya menuliskan drasa penunjuk dalam lampiran suatu peraturan perundang-undangan, atau peraturan institusi pada umumnya.

1. Di dalam Body Akta

a) Dalam bagian praemisse
Bahwa……….sebagaimana termuat dalam Gambar Situasi, yang dilampirkan pada dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari akta (perjanjian) ini
b) Dalam bagian isi akta

(1) ………………………………………………………………………..

(2) Mengenai perhitungan dan cara pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atas bagian keuntungan tiap bulan yang menjadi hak Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), lebih lanjut dirinci dan dimuat dalam Lampiran II, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari akta perjanjian ini.

2. Di dalam Lampiran Akta

a. Lampiran Akta Pemborongan Bangunan Kantor “Yayasan Bina Masyarakat” tanggal 3 Mei 2017

b. Addendum dari Akta Perjanjian kredit, Nomor : 2/PK/VI/16 tanggal 2 Juni 2016
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